
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN STRATEGIS 

(IKSS)

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

(IKP)

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (IKK)

Jumlah 5 pesen Jumlah 10 pesen Jumlah  1 dokumen

TW 1  - TW 1 2,5 pesen TW 1  -

TW 2 2,5 pesen TW 2 2,5 pesen TW 2  -

TW 3  - TW 3 2,5 pesen TW 3 1 Dokumen

TW 4 2,5 pesen TW 4 2,5 pesen TW 4  -

Jumlah 5 pesen 65 persen Jumlah 8 izin

TW 1  - TW 1  - TW 1  -

TW 2
2,5 pesen TW 2  - TW 2  -

TW 3  - TW 3 65 persen TW 3 8 izin

TW 4

2,5 pesen TW 4  - TW 4  -

Jumlah 3 persen Jumlah 2 persen Jumlah 150 IKM

TW 1  - TW 1  - TW 1  -

TW 2  - TW 2 2 persen TW 2  -

TW 3  - TW 3  - TW 3 150 IKM

TW 4 3% TW 4  - TW 4  -

Jumlah 80 persen Jumlah 15 dokumen

TW 1 20 persen TW 1 5 dokumen

TW 2 20 persen TW 2 3 dokumen

TW 3 20 persen TW 3 3 dokumen

TW 4 20 persen TW 4 4 dokumen

Jumlah 12 bulan

TW 1 3 bulan

TW 2 3 bulan

TW 3 3 bulan

TW 4 3 bulan

Jumlah 5 kegiatan

TW 1 5 kegiatan

TW 2 5 kegiatan

TW 3 5 kegiatan

TW 4 5 kegiatan

Jumlah 7 Unit

Terlaksananya Administrasi 

Umum Perangkat Daerah

Jumlah penyediaan 

kegiatan administrasi 

umum

 Terlaksananya Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah kebutuhan Barang 

Milik Daerah Perangkat 

daerah yang disediakan

Tercapainya peningkatan 

administrasi pemerintahan

Persentase fasilitasi terhadap

pelaksanaan Tupoksi Perangkat

Daerah

Terlaksananya 

Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja Perangkat 

Daerah yang disusun 

sesuai dengan

Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku

Terlaksananya Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah penyediaan 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyusunan 

dan

Evaluasi Rencana

Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen RPIK 

yang telah ditetapkan 

dengan PERDA

Terlaksananya Penerbitan 

Izin Usaha Industri (IUI), 

Izin Perluasan Usaha 

Industri (IPUI), Izin Usaha 

Kawasan Industri (IUKI) 

dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah izin usaha yang 

diterbitkan

Terlaksananya Penyediaan 

Informasi Industri Untuk 

Informasi Industri untuk 

IUI,IPUI, IUKI dan IPKI 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah  informasi industri 

yang ada di Siinas 

RENCANA AKSI 

DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TAHUN 2024

TARGET TARGET TARGET

Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Ekonomi sektor 

Perindustrian

Meningkatnya Daya Saing 

dan Produktivitas Industri 

Kecil Menegah ( IKM )

Prosentase 

peningkatan hasil 

industri

Tercapainya target kinerja

sector industri

Persentase Implentasi

pelaksanaan RPIK

Persentase 

peningkatan Industri

Kecil ( IKM ) yang

berstandarisasi

Persentase Kontribusi 

sector

Industri Pengolahan 

non migas

dalam PDRB

Tercapainya pengendalian

izin usaha industri

kabupaten

Persentase Peningkatan

industry yang memiliki izin

sesuai dengan ketentuan

terhadap industry yang

difasilitasi dan dilakukan

pemantauan serta pengawasan

Tercapainya Pengelolaan

Sistem Informasi Industri

Nasional

Persentase peningkatan data

perusahaan industri yang ada

di dalam Siinas terhadap

jumlah total perusahaan

industri



TW 1  -

TW 2  -

TW 3 7 Unit

TW 4

Jumlah 2 laporan

TW 1 2 laporan

TW 2 2 laporan

TW 3 2 laporan

TW 4 2 laporan

Jumlah 32 Unit

TW 1 8 Unit

TW 2 8 Unit

TW 3 8 Unit

TW 4 8 Unit

Catatan:

1 Penetapan Rencana Aksi dilakukan secara berjenjang berdasarkan penetapan kinerja  (Perjanjian Kinerja)

2 Rencana Aksi menjabarkan target-target kinerja berkala (minimal Triwulanan) atas indikator dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan secara terukur

3 Target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Aksi (TW4) HARUS SAMA dengan target akhir tahun dari indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga selaras

Terlaksananya 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah 

jumlah Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah yang mendapat 

pemeliharaan

 Terlaksananya Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah kebutuhan Barang 

Milik Daerah Perangkat 

daerah yang disediakan

Terlakasananya 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

pada perangkat daerah

Kepala Dinas Perindustrian

Kabupaten Lampung Tengah

Drs. THOHERHAN, M.Si

NIP. 19720527 199303 1 002


